
 

  

 

    BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR  81                                                       TAHUN 2022 

 
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR        81      TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 86 TAHUN 2020 

TENTANG KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR, PENGAWAS,    

PELAKSANA DAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

Menimbang : a.  bahwa ketentuan Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi, 

Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah 

ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 

2020 tentang Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi, 

Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 86  

Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi, 

Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu 

dilakukan penyesuaian dan penataan kembali; 

b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan 

sehubungan dengan beberapa Kelas Jabatan Fungsional 

tertentu mengalami perubahan Kelas Jabatan sesuai 

dengan Kelas Jabatan berdasarkan penetapan instansi 

pembina Jabatan Fungsional; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Gubernur Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan 

Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, Pelaksana      

dan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi         

Nusa Tenggara Barat; 

 

 



 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi  

Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6809); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6477); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 

Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 1636);  



 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil 

di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi              

Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13          

Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah        

Nomor 13 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 13); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 86 TAHUN 2020 TENTANG 

KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR, 

PENGAWAS, PELAKSANA DAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2020 

tentang Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, 

Pelaksana dan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi     

Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Tahun 2020 Nomor 86) yang telah beberapa kali diubah dengan 

Peraturan Gubernur: 

a. Nomor 19 Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Tahun 2019 Nomor 19); 

b. Nomor 17 Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Tahun 2022 Nomor 17); 

diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (5) dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 5 

(1) Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan 

perubahan, apabila:  

a. terdapat perubahan organisasi yang mengakibatkan 

perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi jabatan;  

b. penambahan atau penghapusan kewenangan pada 

jabatan; atau  



 

c. hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi 

faktor jabatan, yang mengakibatkan perubahan nilai 

jabatan.  

(2) Perubahan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Kepala perangkat 

daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 

dengan menyertakan:  

a. surat keputusan pemindahan dan penempatan pegawai;  

b. surat perintah melaksanakan tugas;  

c. hasil Analisis Jabatan;  

d. hasil Analisis Beban Kerja; dan  

e. hasil Evaluasi jabatan.  

(4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(5) Dihapus. 

2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni 

Pasal 5A dan Pasal 5B sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5A 

Selain perubahan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5, perubahan Kelas Jabatan dapat dilakukan dengan 

mengacu kelas jabatan yang ditetapkan kementerian/lembaga 

yang membidangi rumpun jabatan fungsional. 

Pasal 5B 

Terhadap perubahan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5A setelah penetapan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

maka pemberian tambahan penghasilan tetap menggunakan 

Kelas Jabatan sebelumnya sampai dengan dianggarkan 

tambahan penghasilan perubahan Kelas Jabatan yang baru 

pada Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah tahun berikutnya. 

3. Ketentuan dalam Lampiran III diubah, sehingga berbunyi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

  



 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 

Ditetapkan di Mataram 

pada tanggal  30 Agustus 2022 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 

      ttd 

 

H. ZULKIEFLIMANSYAH 

 

Diundangkan di Mataram 

pada tanggal 30 Agustus 2022 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, 

 

                          ttd 

 

H. LALU GITA ARIADI 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 81 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
      KEPALA BIRO HUKUM, 
 

 

 
    H. RUSLAN ABDUL GANI 
 NIP. 19651231 199303 1 135 

 

 

 


